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I. PENDAHULUAN  

Pembangunan merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Ketika membicarakan pembangunan 

maka harus memperhatikan pula ketersediaan lahan pengembangan. Tanah yang dimiliki 

maupun dikelola oleh seseorang tentunya akan dilekati suatu hak yang diakui dan dijamin 

statusnya oleh negara. Namun dalam hukum nasional juga mengakui bahwa hak atas tanah 

bukanlah hak yang sebebas-bebasnya, melainkan hak yang akan dibatasi oleh kepentingan 

umum. Dalam hal ini yang dapat membatasi hak tersebut adalah negara sebagaimana 

diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai Staatgrundgesets pada pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan bahwa negara dapat 

membatasi hak seorang warga negara dalam bentuk undang-undang, dari hal ini dapat kita 

katakan hak perseorangan khususnya dalam menguasai suatu tanah dapat dialihkan oleh 

negara atas dasar kepentingan umum. 

Penerapan fungsi sosial hak atas tanah melalui kebijakan pengadaaan tanah sering 

sekali menimbulkan masalah di masyarakat. Istilah “demi kepentingan umum” dijadikan 

tameng baik oleh pihak pemerintah maupun pengusaha untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. Bagi masyarakat sendiri kebijakan pemerintah dianggap sebagai upaya untuk 

menggerogoti tanah-tanah milik rakyat karena pelaksanaannya dinilai kurang memihak hak-

hak rakyat sebagai pemegang hak atas tanah asal.  

Banyak contoh kebijakan pengadaan tanah yang berakhir menjadi kasus pidana. Di 

lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, salah satu 

entitas pemeriksaannya pernah melakukan pengadaan tanah yang diketahui pelaksanaannya 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, dimana pihak pemerintah daerah melakukan 

pemahalan harga pada objek pengadaan tanah dan diketahui bahwa panitia pengadaan tanah 

tidak dibentuk sesuai peraturan. 

Memang harus diakui suatu kesulitan untuk menetapkan besaran ganti kerugian yang 

layak, terutama di negara-negara berkembang karena tidak dapatnya pemerintah mengontrol 

harga-harga tanah di masyarakat, lebih-lebih sangat berfluktuasi sekali akibat pengaruh dari 

luar, terutama di kota-kota besar. Pengaruh-pengaruh itu seperti, areal tanah tetap, permintaan 

tinggi, demikian pula pengaruh dari urbanisasi, karena prasarana yang lebih baik, lingkungan 

yang lebih bagus, dan dari rangsangan pemerintah, seperti Keputusan Presiden Nomor 53 

Tahun 1988, untuk kawasan industri dan lain-lain kebijaksanaan pertanahan, juga faktor 

keamanan di daerah di luar bandar. 
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Untuk mengetahui secara lebih jelas, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai 

penerapan fungsi sosial hak atas tanah melalui pengadaan tanah secara normatif berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan tulisan ini diharapkan dapat diperoleh 

informasi yang cukup mengenai uraian dan teknis pelaksanaan pengadaan tanah sebagai 

wujud fungsi sosial hak atas tanah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. 

 

II. PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa masalah hukum sebagai berikut: 

1. Apakah yang yang dimaksud dengan hak atas tanah dan fungsi sosial? 

2. Bagaimana hubungan fungsi sosial dengan hak atas tanah? 

3. Bagaimana penerapan asas fungsi sosial terhadap hak atas tanah? 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Pengertian Fungsi Sosial dan Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Hak atas tanah 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang 

mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.1 

Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Ciri khas dari hak atas 

tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk 

mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. 

Hak–hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 16 jo pasal 53 

UUPA, antara lain: 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan; 

d. Hak Pakai; 

e. Hak Sewa; 

f. Hak Membuka Tanah; 

g. Hak Memungut Hasil Hutan; 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan 

oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 53. 

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional 

tersebut membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk  yaitu :2 

a. hak-hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak-hak atas tanah yang dapat 

dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang 

mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli 

warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan 

(HGB), Hak Pakai (HP); 

                                                 
1 Wikipedia, Hak Atas Tanah, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah, (diakses 14 Oktober 2014). 
2 Wisnu Nur Baskoro, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-

fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html, (diakses 16 Oktober 2014). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah
http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html
http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html
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b. hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat 

sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak 

menyewa atas tanah pertanian. 

 

2. Pengertian Fungsi Sosial 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

33 Ayat (3) disebutkan bahwa: 

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Yang perlu digarisbawahi dari bunyi pasal di atas adalah kata dikuasai. 

Sekilas kata dikuasai menunjukkan negara adalah pemiliknya. Padahal tidak 

demikian adanya. Pada penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan 

bahwa negara (pemerintah) dinyatakan menguasai “hanya” menguasai tanah. 

Pengertian tanah “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki” akan tetapi adalah pengertian 

yang memberi wewenang tertentu kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal 

ini dirumuskan secara tegas di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria 

yang menyatakan, kewenangan negara adalah : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan atau 

pemeliharaannya ; 

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, 

air dan ruang angkasa itu ; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, segala 

sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

dalam masyarakat adil dan makmur. 

Kewenangan negara tersebut menguatkan penerapan asas fungsi sosial atas 

pemanfaatan dan peruntukan tanah tidak mutlak menjadi hak pemegang hak nya saja, 

melainkan ada peran negara secara langsung untuk menjamin tepenuhinya kebutuhan 

bagi kepentingan umum. Penafsiran hak atas tanah berfungsi sosial sangat luas, yakni 

dengan menggunakan “standar kebutuhan umum” (public necessity), “kebaikan untuk 

umum” (public good) atau “berfaedah untuk umum” (public utility).3 

Yang terpenting dari kandungan hak atas tanah berfungsi sosial tesebut 

adalah kesimbangan, keadilan, kemanfaatan dan bercorak kebenaran. Sehingga akan 

menunjukkan fungsi pribadi dalam bingkai kemasyarakatan yang memberikan 

berbagai hubungan keselarasan yang harmonis dan saling memenuhi guna 

meminimalisir kompleksitasnya berbagai permasalahan yang mungkin dan akan 

timbul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa dan negara.4  

 

B. Hubungan Fungsi Sosial dengan Hak Atas Tanah 

Hubungan fungsi sosial hak atas tanah ditetapkan secara tegas dalam ketentuan 

hukum tanah nasional undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar 

pokok-pokok agraria yaitu : 

                                                 
3 Sukirman Azis, Hak Milik Berfungsi Sosial, http://sukirman.weebly.com/1/post/2011/02/hak-milik-

berfungsi-sosial.html, (diakses 14 Oktober 2014). 
4 Perlindungan, A.P, “Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria”, Mandar Maju, Bandung, Cet. VIII, 

1998, Hal. 67-68.  

http://sukirman.weebly.com/1/post/2011/02/hak-milik-berfungsi-sosial.html
http://sukirman.weebly.com/1/post/2011/02/hak-milik-berfungsi-sosial.html
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Pasal 6  :    Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. 

Pasal 18 :   Untuk kepentingan umum, temasuk kepentingan bangsa dan  negara serta 

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, 

dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur 

dengan Undang-Undang. 

Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA mengandung 

beberapa prinsip keutamaan antara lain :5 

1.  Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan 

secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut 

prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki 

sifat komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah 

Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan 

ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional; 

 2. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang mempunyai 

hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, 

dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu 

saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan 

masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 

kepentingan masyarakat; 

 3. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya 

keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar 

tanah harus dapat dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi 

tanah sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas 

tanah saja tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah 

itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang 

bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum atau 

instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah. 

 

C. Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah 

Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah secara teknis ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan berikut: 

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

Bagi Kepentingan Umum; 

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan; 

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 

Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum memberi pengertian bahwa pengadaan Tanah 

adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan 

adil kepada pihak yang berhak. Dalam undang-undang ini pengadaan tanah adalah untuk 

kepentingan umum, artinya menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan 

tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk 

                                                 
5 Ibid. 
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kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Pihak yang berhak wajib 

melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

setelah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil atau berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanah yang selanjutnya 

dibangun sesuatu untuk kepentingan umum akan menjadi milik Pemerintah/Pemerintah 

Daerah atau menjadi milik BUMN apabila dipergunakan untuk kepentingannya.6 

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud adalah untuk 

pembangunan: 

1. pertahanan dan keamanan nasional; 

2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas 

operasi kereta api; 

3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan 

sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 

4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 

7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 

8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

10. fasilitas keselamatan umum; 

11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

13. cagar alam dan cagar budaya; 

14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; 

15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; 

16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 

18. pasar umum dan lapangan parkir umum. 

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

meliputi tahapan-tahapan berikut:7 

1. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah 

Perencanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan umum didasarkan atas 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam disusun dalam bentuk dokumen 

perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat: 

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; 

b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan 

Nasional dan Daerah; 

c. letak tanah; 

                                                 
6 Menurut ketentuan  pasal  1dan 11 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk 

Pembanguan Bagi Kepentingan Umum. 
7 Hanafiah Harahap, Prosedur Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, 

http://nafi-harahap.blogspot.com (diakses 15 Oktober 2914). 
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d. luas tanah yang dibutuhkan; 

e. gambaran umum status tanah; 

f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 

g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 

h. perkiraan nilai tanah; dan 

i. rencana penganggaran. 

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dokumen perencanaan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan 

tanah ataupun oleh pejabat yang ditunjuk dan kemudian disampaikan kepada 

pemerintah provinsi. 

2. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah 

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan 

dokumen perencanaan pengadaan tanah: 

a. Pemberitahuan rencana pembangunan 

Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada 

rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun 

tidak langsung. 

b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan 

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan 

data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.Pendataan awal 

dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak pemberitahuan 

rencana pembangunan. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan 

digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana 

pembangunan. 

c. Konsultasi publik rencana pembangunan 

Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar 

pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam 

perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan 

kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan 

melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta 

dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat 

yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan 

dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana 

pembangunan. Setelah mencapai kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk 

berita acara kesepakatan. Kemudian instansi yang memerlukan tanah dapat 

mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur sesuai dengan 

kesepakatan tersebut. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 

empat belas hari kerja terhitung sejak di terimanya pengajuan permohonan 

penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. 

Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 

enam puluh hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu enam puluh hari 

kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang 

keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik 
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ulang dengan pihak yang keberatan paling lama tiga puluh hari kerja. Apabila 

masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, 

Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada 

gubernur setempat. Gubernur akan membentuk tim untuk melakukan atas 

keberatan rencana lokasi pembangunan. Tim sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

1) Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua 

merangkap anggota; 

2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris 

merangkap anggota; 

3) Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah 

sebagai anggota; 

4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagai anggota; 

5) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan 

6) Akademisi sebagai anggota. 

Tim bentukan gubernur tersebut bertugas sebagai berikut :  

1) Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan; 

2) Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; 

3) Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. 

Hasil kajian tim berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana 

lokasi pembangunan dalam waktu paling lama empat belas hari kerja terhitung 

sejak diterimanya permohonan oleh gubernur. Gubernur berdasarkan 

rekomendasi mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana 

lokasi pembangunan. 

Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur 

menetapkan lokasi pembangunan. Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana 

lokasi pembangunan, gubernur memberitahukan kepada instansi yang 

memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat 

lain. 

Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, 

pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat tiga puluh hari kerja sejak 

dikeluarkannya penetapan lokasi. Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan 

diterima atau ditolaknya gugatan dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja 

sejak diterimanya gugatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara dalam waktu paling lama empat belas hari kerja dapat 

mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah 

Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja 

sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Gubernur bersama instansi yang 

memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa 

di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. 
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3. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, 

Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada 

Lembaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan ganti kerugian 

yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi. Pelaksanaan 

pengadaan tanah meliputi: 

a. Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta 

Pemanfaatan Tanah 

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja 

yang meliputi kegiatan: 

1) Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; 

2) Pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. 

Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, 

dan pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor 

kecamatan, dan tempat pengadaan tanah dilakukan dalam waktu paling lama 

empat belas hari kerja yang dilakukan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan. 

Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi subjek hak, luas, letak, 

dan peta bidang tanah objek pengadaan tanah. 

Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi, pihak yang berhak dapat 

mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 

empat belas hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. Apabila 

keberatan atas hasil inventarisasi dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu 

paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan. Dalam 

hal masih juga terdapat keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil 

pengumuman atau verifikasi dan perbaikan ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan 

dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian 

ganti kerugian. 

b. Penilaian Ganti Kerugian 

Lembaga Pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Lembaga Pertanahan mengumumkan penilai 

yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. 

Penilai yang ditetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah 

dilaksanakan dan apabila terdapat pelanggaran dikenakan sanksi administratif 

dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang 

tanah, meliputi: 

1) Tanah; 

2) Ruang atas tanah dan bawah tanah; 

3) Bangunan; 

4) Tanaman; 

5) Benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau; 

6) Kerugian lain yang dapat dinilai. 

Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat 

pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 



Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  9 
 

Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai disampaikan 

kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara dan menjadi dasar musyawarah 

penetapan ganti kerugian. Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena 

pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan 

peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta penggantian 

secara utuh atas bidang tanahnya. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan 

dalam bentuk : uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, 

atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

c. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian 

Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak 

dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai 

disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau 

besarnya ganti kerugian. Berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. Hasil 

kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada 

pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. 

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya 

ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada 

pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama empat belas hari kerja 

setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Pengadilan Negeri memutus 

bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama tiga puluh hari 

kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap 

putusan pengadilan negeri dalam waktu paling lama empat belas hari kerja dapat 

mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah 

Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja 

sejak permohonan kasasi diterima. Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti 

Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Dalam hal Pihak yang 

Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak 

mengajukan keberatan dalam waktu tersebut, pihak yang berhak dianggap 

menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian. 

d. Pemberian Ganti Kerugian 

Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung 

kepada pihak yang perhak. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak 

berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan 

Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung. Pada saat pemberian ganti kerugian pihak 

yang berhak menerima ganti kerugian wajib: 

1) Melakukan pelepasan hak; 

2) Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah 

kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. 

Bukti yang dimaksud merupakan satu-satunya alat bukti yang sah 

menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari. Pihak yang 

berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan 

keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.Tuntutan pihak 

lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang 

memerlukan tanah menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti 

kerugian. 
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Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti 

kerugian berdasarkan hasil  musyawarah atau putusan Pengadilan 

Negeri/Mahkamah Agung, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri 

setempat. Penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri juga dapat dilakukan 

terhadap: 

1) Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; 

2) Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian adalah: 

a) sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 

b) masih dipersengketakan kepemilikannya; 

c) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; 

d) menjadi jaminan di bank. 

Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah 

dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan 

Negeri, kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus 

dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara. 

e. Pelepasan Tanah Instansi 

Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki 

pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah. Pelepasan objek 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh pemerintah atau 

dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah 

dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 

Pelepasan objek pengadaan tanah dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu. Pelepasan 

objek pengadaan tanah tidak diberikan ganti kerugian, kecuali: 

1) Objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan 

secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan; 

2) Objek pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

3) Objek pengadaan tanah kas desa. 

Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan dalam bentuk tanah 

dan/atau bangunan atau relokasi. Pelepasan objek pengadaan tanah dilaksanakan 

paling lama enam puluh hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum. Apabila pelepasan objek pengadaan tanah belum selesai 

dalam waktu tersebut, dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan 

dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. 

4. Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 

Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi 

yang memerlukan tanah setelah: 

a. Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak 

dilaksanakan; dan/atau 

b. Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri. 

Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan 

pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah. Pengadaan tanah 
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untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, 

konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan 

pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum. Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan 

umum terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Dalam 

hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang 

memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan. Instansi yang 

memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dilakukan oleh pemerintah. Pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh, dilakukan oleh 

Lembaga Pertanahan. 

 

IV. PENUTUP 

Negara menjamin pengakuan hak-hak atas tanah yang melekat pada pribadi maupun 

suatu organisasi berdasarkan undang-undang pokok agraria, namun ketika negara 

membutuhkan di atasnya melekat pula fungsi sosial. Fungsi sosial hak atas tanah merupakan 

suatu upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum 

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1946  pasal 33 Ayat(3).  

Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah dilaksanakan melalui suatu kebijakan 

pengadaan tanah yang harus dilengkapi dengan seperangkat peraturan perundang-undangan 

sebagai jaminan terlindunginya hak-hak masyarakat baik yang secara langsung di lepaskan 

haknya maupun bagi masyarakat umumnya terkait tanggung jawab pemerintah dalam 

pengelolaan keungan negara. Saat ini pelaksanaan pengadaan tanah tanah secara teknis di atur 

dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

Bagi Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan, dan Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 
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